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PEMERINTAH KABUPATEN PE,t'IR'ELATAN

IDINAS PENIDIIDTKAN IDAN KEBUI}AYAA]Y
Jl. H. Agus Salim - painan Telp (0756) 27602

SURIIT PERItrIUIItrIU PEItrBEruEIT BENTUtrN
I'trIfT EI.OKtrSI IIHUSUS rISIK

IGEIAIAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADMN
SARANA PRASARANA SEKOIITH MENENGAH PERTA}IA IDAK REGULER 2O2O)

Antara

EMERI}ITAH IIAERAH IOBUPAIEII PE$$R SH.ATA}I

dengan

IGPAI.I SEIfiII.IH SMfrI 3 BAYA}IE

Nomor

Tanggal

: 15/fl/SARPRAS/DAK.PSMP/SWK/DPK-PS I 2O2O
: O2APRIL2O2o

tanggal Duabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh,lGmiyang bertanda tangan di

: ARDAYENT{I,S.Pd

: Kepala UPTSMPN 3 BAYANG

: Jl.ltubang-Kapujan,Bayang

: EttDARTI,itt.pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

3, Ahrnat : Jl. H, Agus Salim - painan

kffirhk untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. pemerintah Kabupaten pesisir setatan
rfltrya disebut pfHAK ?ERTA|LTA"

fhni ini t@mis

@fn ili:

1_ [aarna

z Habn

x- lt{ama

2- labatan

3" Alamat

bmxhk dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarlon surat Kepufusan Bupati pesisir selatan No.
@2t376lBl@sDM-2019 Tanggat30 Desember 2019 yang selanjutnya disebut ryTHAKKEDUA.
;DlA'r PERTAMA dan PrHAK KEDUA secam bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari
ryrtrnya hal-hal sebagai berikut :

1- Bahwa undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :
) Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan tayanan dan

kemudahan sefta menjamin terselenggannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negam tanpa diskiminasi;



NomorSPPB
Taaggal

: 15/IV/SARPMS/DAKPSW9NK/DPK-P SD.02o
: 02AN2a0

) Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan saEna dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisi( kecerdasan intelektual, sosial,
emosional, dan kejiwaan peserta didik;

) Pasal '15 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjaditanggungiawab bersama antara pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakat;

) Pasal '16 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan satah satu prioritas pembangunan
nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasionat pendidikan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidiican untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
peniidikan;

'it' Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 201g Tanggal 30 Desember 201g
Entang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oteh Panitia pembangunan Sekolah secara swakelola
yang ditetapkan oleh Kepala sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

5" Bahwa Peraturan Menteri Pendidit<an dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1l Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk operasional penggunaan Dana Atokasi Khusus (DAK)
Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6' Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan sarana Prasarana sekolah Menengah pertama (DAK ReEule r 2o2o);

DengEn ini menyahkan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri datam suatu perjanjian pemberian
hfiran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
kr sTarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

3.

*a Perjanjian Pemberiln Buntuun
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M"k ,:Hlluju"n
fEFFn lni sebagai bagian dari petaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
rr EslGnai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
frthEi dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional
ffial Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam p4B &(h-rta berbnggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

rEhFn Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
ffiilcan pekefiaan pembangunan/rehabilitasi prasamna pendidikan pada sMpN 3 Bayang yang
dFti.

L Rehabilitasi Ruang perpustakaan,

Pasal 3

Jangka Waktu pelalsanaan

L ktglG waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 2 adatah 120 (seratus dua puluh) hari
lahnds terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran zozo dt
rbu'ng PIHAK KEDUA.

r' 
'IllAl( 

IGDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling
ffi 14 (empat belas) hari kalender terhitung mutai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Mdikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

r' Ehtsanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember
2In0.

Pasal 4
prinsip-prinsip pekerjaan

ih{>prinsip dalam petaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :
L Banaan dikerjalon dengan mekanisme staketola,
L Rnerapan asiirs efektifibas, efisiensi, transparansi dan akuntabititas,
3" Rngrutamaan partisipasi masyarakat daram pengeloraan kegiahn,
t optirnalisasi kuaribs pekefiaan dengan barang yang dihasirkan,

b Ueiia, pemberian Bqztuqt
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Pasal 5

Tugasdan Kewajiban para pihak

LEIIXPERIAHA I

{ llErltalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

ffifui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan
srr'agalmana dimaksud dalam pasal 3.

tl ffitggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
r*lTgbn.

0 tffierikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidarig
Hdikan.

{ l&nakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

L 
'[lIX 

TGDUA:

e! Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
. <ahnn pendidikan (Sekolah).

b) t{ernbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan pendidikn (Sekotah).

d llebporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada prHAK
PETTA|WI.

O ltncatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada prHAK
PETA}IA.

Pasal 6
pelaksanaan pekerjaan

frlkraan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut:
r IIHAK XEDUA dalam metaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekotah, komite dan masyarakat

d'Fgai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L ;!lAl( KEDUA dalam mengelota DAK FisikTahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk reknis
&t Fehrnjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkai!

c' Ellll( KEDUA membuat tapomn secam berkala mengenai pelaksanaan pekefiaan/kemajuan pekerjaan
bpada PIHAK PERTAMA,

'' '!HAl( 
IGDUA waiib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

hpomn kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,
c' lllllAl( KEDUA waiib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran datam buku kas sefta

pehporan keuangan dari hasil pekerjaan,

[' ]IHAK IGDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorlon pajak-pajak yang terkait dengan
Peblcsanaan pekerjaan serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan perafuran
prundang-undangan,

fu fu;attm pemberiqn Bonttet
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nfu be*eurajiban melakukan semh terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAIT|A yang

En dahm Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

m frrA wajib menyimpan seluruh dokumen pelat<sanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

EmrII20,
n m xErxrA bertanggung jawab penuh terhadap pengetolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

ffirTahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

l" h prgawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAI{A dibantu oleh tenaga
ffirpng merupakan unsur individu yang ahlidibidangnya,

L m PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasi! pekerjaan yang tidak sesuai dengan

EnArt pelaksanaannya,

Pasal 8

iumlah Dana Bantuan

[t ffi Fis'k Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
E A sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

., Refiabilitasi ruang perpustakaan = Rp. 115.000.000,-

I" h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
H2.

Pasal 9

Penyalumn Dana

lEnran penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam PasalB ayat (1) sebagai berikut :

L rcEP I 
= 

25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseturuhan dana s,wakelota setelah perjanjian ini
ffitangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK pERTAlrlA ,

e rtap fr z 45o/o (Empat putuh lima perserahrs) dari keseluruhan dana swaketota apabila pekerjaan tetah
rmpai bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
peftrjaan,

it" Tdap trI : 30o/o (Iiga puluh perserahrs) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah
rrmpai bobot 65% (enam puluh lima perseratus), dilenglopi dengan dokumentasi dan progress

Enajuan pekerjaan.

t* Pejs{isn Pcmfuilan Banhnn
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dbalurkan/transfer ke rekening prHAK rGDuA dengan rincian sbb :hkring :

hkring : O403.O21O.O27II8-O

h Etk : Bank Nagari Kantor Kas pasar Baru

Pasal lO

r," mrE ilajarre adatah suatu kead*. ;;;n"':;r., kemampuan manusiadhn sehingga suatu kegiatan udak dapat terraksana sebagaimana mestinya

-, 
qidetnik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

n' ffi ErFdi force majeure maka PrHAK KEDUA segera memberitahukan kepada prHAK
ExlHA secaE tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

.EEttE fore majeure dengan dilengkapi buktitertulis yang dikeluarkan oleh pihak bei.,.,.enang.

& klan pemberitahuan tertulis dari PrHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud datam ayat (2)* Pllull( PERTAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui.r rrEr.rak permohonan dari prHAK KEDU_A tersebut.

|' E pernohonan tertulis dari PrHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akanfrhn perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awatdinyatakan bahr.

Pasal 11

Sisa Dana

Era PrHAK IGDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
Qna*an untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan prHAK PERTAMA,& sisa dana tldak digunakan unfuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harusdr*nrlan kembali ke kas daerah.

Pasal t2
pertanggungiawaban

PDlil( (EDUA wajib membuat laporan secarc berkala mengenai pelakanaan pekerjaan / kemajuaneraan kepada PIHAK PERTAMA.

tDrAl( IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada prHAK PERTAII{A dokumentasi kegiatanh=rta kerengkapan adminisbasi rainnya pada tahapan pencairan dana.

dan tldak dapat

seperti bencana

b *iai;at Pemberian Bcnuot
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I l"ryoran pertanggunqiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oteh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
EIfllA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelakanaan

ftrimn, dilampiriantara lain :

aI bia Acara Serah Terima,

U h#i pertanggungjawaban keuangan seperti : haftansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

F€duamn lainnya,

q qditi sefomn pajalq

q eiEknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

ffi dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Eftnn yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pIHAK PERTAMA

3ra. sepiha k dapat mem utuskan/menghentika n pekerjaa n tersebut.

L tmtsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

rgErbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanki sesuai dengan

Enhnn perundang-undangan.

Pasal 14

PEilUTUP

hfm4 grrat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

hrei o.rkup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
flpalq UPJ. SMPN 3 Bayang

ARDAYENNI.S.Pd
tlip. 19690131 199703 2 001

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

fuiniio Pemberian Banhw,


